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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pondok pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, hal tersebut belum banyak disadari oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim karena kelahiran undang-undang tersebut yang masih sangat belia dan belum begitu familiar dikalangan pondok pesantren di Indonesia khususnya pesantren-pesantren klasik. Adapun keistimewaan pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang sebagai berikut:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)”

Ketentuan tersebut di atas tentu saja sudah diimplementasikan di pondok pesantren dari sejak lama pondok pesantren lahir di Nusantara. Pondok pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga pendidikan masyarakat yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta kepribadian dan akhlak mulia.  Oleh sebab itu format pesantren kedepan haruslah mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lain dengan menata kembali manajemen yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.
Sering ditemukan bahwa banyak pondok pesantren memiliki masalah keuangan atau pembiayaan. Pembiayaan sering menjadi kendala yang selalu ditemukan dalam melakukan aktifitas Pesantren baik yang berkaitan dengan anggaran, akuntansi, penataan administrasi, alokasi serta kebutuhan pengembangan pesantren maupun dalam proses aktifitas keseharian pesantren.
Hal lain yang sering ditemukan antara lain banyak pesantren yang memiliki sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tidak diberdayakan dengan baik. Tidak sedikit pula proses pendidikan pondok pesantren berjalan lambat karena kesalahan dalam penataan manajemen keuangannya khususnya dalam menghadapi penyesuaian terhadap pesatnya perkembangan dan perubahan zaman.
Manajemen pembiayaan pendidikan menjadi salah satu subtansi manajemen lembaga pendidikan pada saat ini yang akan menentukan kelancaran kegiatan pendidikan. Seperti yang terjadi pada manajemen pendidikan pada umumnya , kegiatan manajenmen pembiayaan pada pondok pesantren sudah seharusnya dilakukan dengan prinsip dan fungsi-fungsi manajemen seperti halnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan ataupun pengendalian.
Beberapa kegiatan manajemen pembiayaan di pondok pesantren seperti cara memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, dan pemeriksaan serta pertanggung jawaban harus di tingkatkan cara pengelolaanya sesuai dengan kondisi pondok pesantren dewasa ini yang pada awalnya hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan alternative saja dan sekarang berubah mengalami kenaikan status menjadi lembaga pendidikan solutif dan subtantif serta lembaga yang tetap eksis dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi penerus bangsa ini meski dalam situasi pandemic sekalipun.
Dalam pengantar buku Bilik-bilik Pesantren karya Nurcholis Madjid, Azyumadi Azra (1997) mengatakan bahwa modernisasi sistem pendidikan pesantren dapat mencakup empat hal. Pertama, ialah pembaharuan subtansi atau isi pendidikan dengan memusatkan subjek-subjek umum dan vocational; kedua ialah pembaruan metodologi; ketiga ialah pembaruan kelembagaan dan keempat merupakan pembaruan fungsi.
Menurut Pupuh Fathurahman yang dikutip oleh Priatna (2004) mengatakan bahwa sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman, dewasa ini banyak pondok pesantren yang menerapkan sistem pendidikan terpadu, yakni sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang memiliki kondisi obyektif baik secara kultural maupun manajemen serta pengelolaan kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem sekolah atau madrasah yang berada di lingkungan pesantren.
Menurut Muhtarom (2005), Eksistensi pondok pesantren saat ini bahwa pondok pesantren tradisional sebagai lembaga dan wahana pendidikan Islam yang mengandung makna indigenous (asli) Indonesia telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mentransfer ilmu-ilmu ke-Islaman, memelihara tradisi ke-Islaman serta mereproduksi ulama dan mentransmisikan Islam. Bahkan menurut Muhtarom salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan termasuk pendidikan pondok pesantren adalah efektivitas manajemennya.
Dari paradigma Total Quality Management (TQM) yang digunakan dalam manajemen pendidikan yang ada di Indonesia, masalah keuangan dan pembiayaan menjadi lebih banyak diatur oleh lembaga itu sendiri, tidak terkecuali pondok pesantren itu sendiri. Meskipun pada dasarnya pondok pesantren dari sejak dahulu berdiri merupakan lembaga yang mandiri dalam penataan manajemennya. Harapannya ke depan akan lebih baik jika pesantren bisa mengadopsi penataan manajemen yang bisa membawa kemaslahatan umat. Hal tersebut menurut Ahmad Muthohar (2007) tentu tidak terlepas dari prinsip Pesantren Al-muhafadhoh ‘ala al-Qodim as-sholih – al-akhdu bi al-jadid al-ashlah, yaitu melestarikan tradisi lama yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih membawa maslahat.
Problematika manajemen keuangan yang terjadi tidak hanya ditemukan pada system pengelolaan keuangan Pondok Pesantren saja, akan tetapi juga ditemukan pada lembaga-lembaga lainnya baik lembaga formal dan non formal seperti lembaga pendidikan Islam yang dimulai dari PIAUD, RA, TK, MI, MTs, MA bahkan seperti pada lembaga perguruan tinggi sekalipun.
Pengelolaan pada manajemen Pondok Pesantren, peran kiyai sangatlah besar dalam menentukan tujuan dan kegiatan manajerial yang harus dilakukan. Keaadaan tersebut telah menjadikan hamper seluruh pengelolaan sumber daya banyak ditangani langsung oleh Kiyai atau keluarga Kiyai dengan bantuan Ketua Pengurus (santri) Pondok Pesantren yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Pondok Pesantren. Secara umum, struktur kepengurusan dalam Pondok Pesantren terdiri dari Kiyai, pengurus pondok, pimpinan unit-unit kegitan dan tenaga kesekretariatan pondok serta guru/ ustadz sebagai tenaga pengajar.
Mardyanto (20116) dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa pondok pesantren dan kemandirian ekonomi dalam upaya mengembangkan pondok pesantrennya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semenjak lahir dan berkembang terus menyesuaikan dengan peraturan kesejarahan, pondok pesantren selalu mandiri. Karena itu, tidak jarang pondok pesantren di era modern ini dijadikan sebagai objek penelitian yang tidak kunjung usai dan bosan dibahas.
Dari penelitian-penelitian yang ada beberapa masalah yang sangat esensial dalam manajemen pendidikan baik di lembaga pondok pesantren atau sekolah umum adalah pembiayaan pendidikan. Dalam skala yang lebih kecil, kajian terhadap masalah tersebut dapat difokuskan pada masalah yang menyangkut bagaimana strategi mencari dana untuk pembiayaan pendidikan yang meliputi sumber pembiayaan pendidikan pondok pesantren dari hasil usaha kegiatan entrepreneurship. 
Ketersediaan dana yang cukup dalam lembaga pendidikan baik formal maupun non formal seperti halnya pondok pesantren akan memudahkan pengelola untuk menjalankan program peningkatan kompetensi guru, penyediaan media pembelajaran, penambahan sarana dan prasarana serta berbagai jenis program lainnya. Hal tersebut senada dengan Supriadi dalam makalah Gunawan (2010) yang menyatakan bahwa dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, seingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan khususnya  di sekolah sulit untuk berjalan.
Secara kontekstual  pendapat Dadang Suhardang, Riduwan, Enas (2012).bila dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi masalah dalam pengadaan sumber-sumber pembiayaan bagi pendidi kan. Begitu juga dengan amanat kontitusi Negara untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa, namun hal tersebut belum bisa sepenhnya terwujud karena keterbatasan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh baik lembaga pendidikan negeri, swasta maupun pondok pesantren sendiri. Meski kebijakan pemerintah mengalami perubahan yang baik dengan dikeluarkannya kebijakan 20% dari anggaran APBN dan APBD.
Lembaga pendidikan di masa kini menurut Hasbi Indra (2003), khususnya pondok pesantren memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Atas dasar semua itulah lembaga pendidikan dituntut untuk memiliki seni dan kemandirian dalam mengelola sumber pembiayaanya. Berbicara kedudukan pesantren dalam struktur pendidikan nasional, pondok pesantren menjadi mata rantai yang sangat penting dilihat tidak hanya karena sejarah kemunculannya saja yang relatif lama, akan tetapi karena pesantren secara signifikan ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Azyumardi Azra (1997), bahwa dinamika perkembangan pesantren juga telah melahirkan berbagai inovasi pembaharuan pendidikan baik dari metode, kurikulum, fungsi, peran maupun manajemen. 
Pembaharuan-pembaharuan yang terjadi tersebut merupakan sebuah bukti upaya kritis dan kreatif untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang ada di masyarakat. Sebagai sebah lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan sekolah tau lembaga pendidikan lainnya yang sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut antara lain: 1) “Pondok pesantren telah dianggap sebagai model intitusi pendidikan yang mempunyai keunggulan, baik dalam tradisi keilmuannya yang dinilai sebagai salah satu tradisi yang agung (great tradition), maupun pada sisi transparansi dan internalisasi moralitasnya” Malik Fajar (2005).  2) Pesantren merupakan pendidikan yang dapat memainkan peran pemberdayaan (empowerment) dan tansformasi civil society secara efektif (Marzuki Wahid,). 3) Pesantren dianggap sebagai sub-kultur karena memiliki identitas dan kekhasan tersendiri baik dalam nilai, budaya, kurikulum, kepemimpinan, serta manajemen yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Oleh karena itu kemampuan  pondok pesantren dalam perubahan dipengaruhi dan disebabkan kepemimpinan Kiyai yang kuat di dalam kelembagaan pesantren tersebut (Zamarkhsyari Dhofier).
Pondok pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan padanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama, menurut Suhartini (2009) yaitu : pertama sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (center of excellence), kedua sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (human resource), dan yang ketiga ialah sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (agent of development).
Kemandirian pondok pesantren dalam menggali sumber biaya dibanding dengan lembaga pendidikan Islam lainnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan tentunya pondok pesantren tidak cukup hanya bermodalkan bantuan dari pemerintah. Terlebih lagi dengan halnya kebutuhan pokok pondok pesantren yang memiliki banyak kegiatan baik kegiatan di sekolah maupun kegiatan di asrama serta kegiatan ektrakurikulernya. Dari hal tersebut, menurut peneliti ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pihak pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, yaitu dengan meningkatkan pembayaran sumbangan pendidikan atau infak pada santrinya dan menggali sumber pembiayaan secara mandiri dengan membangun unit wirausaha pondok pesantren.
Untuk mencari dan menggali sumber pembiayaan sendiri secara mandiri dan mempertahankan eksistensinya dalam lembaga pondok pesantren maka sangat dibutuhkan sekali keterampilan pengelola lembaga. Berdasarkan hal tersebut maka yang menyebabkan terjadinya perubahan pondok pesantren dalam kemandiriannya ialah menjadikan pondok pesantren yang berkolaborasi terhadap entitas bisnis. Lukman Fauroni (2014) berkesimpulan bahwa pesantren saat ini dituntut untuk melakukan aktifitas bisnis guna menghidupi pesantren sebagai self financing atau self supporting.
Selain itu, hal yang mendorong kemndirian pesantren tidak lain adalah karena kehidupan kiyai itu sendiri yang ditandai dengan suatu tipe etika dan tingkah laku ekonomi yang secara konseptual penuh dengan karakter kewirausahaan (entrepreneur), serta menganut paham “kebebasan berusaha”. Oleh sebab itu seorang kiyai layaknya pengusaha bagi pesantrennya. Hanya saja usaha tersebut diorientasikan untuk kepentingan pengenmbangan pesantren dan sekitarnya lebih mirip dengan entrepreneurship organic - Istilah enterpreneur organik dikenalkan oleh Faiz Mansur (2009). Yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan aktifitas enterpreneurship yang dari awal bertujuan untuk sosial, sekalipun dalam ranah ekonomi yang sarat dengan target pencapaian material. Enterpreneurship organik pada taraf tertentu berani melepaskan hartanya untuk orang lain melebihi standar CSR. Dari teori tersebut dapat kita ketahui kiyai hidup bersama masyarakat pesantrennya dengan mengorganisasikan dan memfasilitasi unit usaha untuk dikelola sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pesantrennya.
Mujamil Qomar, (2002) menyatakan bahwa pesantren merupakan hasil usaha mandiri kiyai yang dibantu santri dan masyarakat, sehingga memiliki berbagai bentuk usaha. Oleh karenanya sulit melakukan penyeragaman pesantren dalam skala nasional disebabkan setiap pesantren memiliki ciri khusus akibat perbedaan selera kiyai dan keadaan sosial budaya maupun sosial geografis yang mengelilingi pesantren.
 Hal lain yang menyebabkan lahirnya kekhasan pada masing-masing pesantren menurut Lukman Fauroni,(2014) bahwa kiyai sendirilah yang melakukan inisiasi nilai, model dan bentuk terhadap berbagai aktivitas sosial ekonomi dipesantren dan masyarakat melallui strategi khas pesantren. Model bisnis khas pesantren tersebut disebut juga sebagai “model bisnis ala pesantren”, yang orientasi dan tujuannya tidak hanya untuk kepentingan profit saja tetapi lebih kepada kesejahteraan masyarakat.
Aktifitas ekonomi berupa wirausaha yang dikelola oleh pondok pesantren kini dianggap suatu hal yang sangat penting bahkan sudah menjadi bagian dari struktur organisasi inti di beberapa pesantren. Hal tersebut karena wirausaha memberikan manfaat yang sangat positif dalam pembiayaan pondok pesantren, sehingga beban biaya yang dibebankan kepada santri menjadi ringan bahkan bisa saja gratis seperti dipraktekan di pondok pesantren Mabda Islam. Banyak pesantren yang telah mengembangkan aktifitas ekonomi produktif baik hanya sekedar bagian dari aktifitas pendidikan santrinya  maupun aktifitas pesantren dengan masyarakat. Sebagai perwujudan dari pemberdayaan sosial ekonomi, banyak pula pesantren yang mendirikan Koprasi Pondok Pesantren (Kopotren). Hal tersebut seiring dengan hasil penelitian Nur Aini (2015) yang menunjukan data bahwa jumlah Kopontren di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 1400 unit mulai Mengembangkan Kewirausahaan Berbasis Agrobisnis.
Chairul Fuad dan Suwito (2010) menyatakan bahwa dalam pilihan aktifitas ekonomi (bisnis) ditentukan oleh kemampuan pengelola pesantren dalam membaca, mendefinisikan, memanfaatkan, dan mengorganisasikan resources, baik internal maupun eksternal. Adapun jenis-jenis usaha ekonomi yang dapat dikembangkan oleh pesantren pada umumnya dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok besar, yaitu: 1)Agribisnis (pertanian, perikanan, perkebunan), 2) Jasa (KBIH, percetakan, LAZIS, BMT, koprasi), 3) Perdagangan (ritel, pertokoan, agen penjualan), dan 4) Industri (penjernihan air, meubeleur).
Dari beberapa analisis di atas, dapat diketahui beberapa permasalahan manajemen pembiayaan pesantren, yaitu dimulai dari terbatasnya sumber pembiayaan pesantren itu sendiri, manajemen pembiayaan pesantren yang belum dilaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen pembiayaan secara sistematis, manajemen pembiayaan pesantren yang belum dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan sarana dan prasarana, rencana anggaran biaya pesantren yang tidak disusun berdasarkan prosedur pengelolaan pembiayaan yang baik dan benar serta permasalahan sumber daya manusia yang mengelola pembiayaan pesantren itu sendiri.
Timbulnya beberapa masalah tersebut karena disebabkan beberapa hal seperti pesantren yang mengelola pembiayaan hanya mengelola berdasarkan pengalaman saja, pengalokasian pembiayaan pesantren yang tidak sesuai antara anggaran pendapatan dan belanja pesantren serta rencana kerja, dan pemberdayaan pesantren untuk mecapai kemandirian masih lemah. Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut maka diperlukan sebuah model manajemen pembiayaan Pendidikan di pesantren yang efektif dan efisien. Perlu adanya model manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien yang dapat di implementasikan dan diadopsi oleh pesantren pada umumnya yang belum memiliki model manajemen pembiayaan maka penyususnan model manajemen tersebut harus berdasar pada satu kebutuhan yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan manajeme pembiayaan Pendidikan di pesantren.
Sangat penting bagi pesantren mengimplementasikan manajamen pembiayaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Lembaga. Implementasi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada pembiayaan Pendidikan sejatinya harus dijalankan dengan efektif. Pembiayaan yang dikelola dengan sangat tepat maka dapat menghadirkan pelayanan Pendidikan dengan baikpula. Pelayanan Pendidikan yang baik berimplikasi pada mutu proses dan hasil belajar santri sehingga akan menghasilkan lulusan pesantren yang berkualitas dan kompeten. Oleh sebab itulah pesantren perlu memiliki model manajamen pembiayaan Pendidikan unuk mencapai cita-cita Lembaga dan agama.
Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan model manajemen Pendidikan di pesantren, terdapat fenomena yang menarik di Pondok Pesantren Mabda Islam (PPMI). Sebagai salah satu pondok pesantren yang mandiri dalam kegiatan entrepreneurship sebagai sumber pembiayaan pendidikannya, pesantren Mabda Islam tersebut memiliki keunikan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pesantren lain disekitarnya. Dewasa ini, jika Pesantren lain pada umumnya berlomba-lomba menaikan citra dengan brand pesantren mahal berkualitas dengan menarik pembiayaan yang tinggi pada santrinya, maka tidak dengan pesantren Mabda Islam.
Tarif atau biaya iyuran Pendidikan yang tinggi tentu tidak buruk, hal tersebut karena Pendidikan yang berkualitas dan dapat menghasilkan output lulusan yang bagus memerlukan biaya oprasional yang tinggi juga. Seperti yang yang diungkapkan dalam jurnal  Muhammad Imad dan Hamdan Herdiawan (2019) yang menunjukan hasil penelitannya bahwa peran biaya oprasional Pendidikan memberikan pengaruh pada output Pendidikan, yang berarti biaya oprasional pendidikan yang tinggi rata-rata mengakibatkan hasil output pedidikan yang lebih baik.
Banyak pondok pesantren berlomba-lomba untuk menerima bantuan pemerintah dan bantuan lainnya untuk pengembangan dan pembangunan pesantren, akan tetapi Pesantren Mabda Islam ini kurang berkenan menerima bantuan dari pemerintah. Hal tersebut kurang lebih karena untuk menghindari nuansa politis yang mengganggu perjalanan pesantren pada masa berikutnya. Hal lain juga dikarenakan usaha ekonomi yang dibangun pondok pesantren cukup berkembang dengan baik sehingga pesantren mampu berdiri mandiri.
Tabel 1. Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Mabda Islam tahun 2018
	NO
	DIVISI
	2018

	1.
	Dapur
	 Rp          396.342.100 

	2.
	kebersihan
	 Rp             21.805.760 

	3.
	Driver
	 Rp             22.677.900 

	4.
	STP
	 Rp          102.406.625 

	5.
	SKI
	 Rp          133.270.900 

	6.
	Humas
	 Rp             21.766.500 

	7.
	Perpustakan
	 Rp             29.884.400 

	8.
	Kesekretariatan umum
	 Rp             60.517.565 

	9.
	Kesehatan
	 Rp             74.881.026 

	10.
	kesejahteraan santri
	 Rp          243.180.750 

	11.
	ujroh Assatidz
	 Rp          540.650.000 

	12
	taqsimul ibadah
	 Rp             35.031.000 

	13.
	sarana perlengkapan teknisi
	 Rp             22.110.500 

	14
	Biaya tak terduga
	 Rp             60.205.496 

	15
	keamanan
	 Rp               4.974.000 

	16
	elektronik
	 Rp             51.110.000 

	17
	 
	 

	18
	Total Pembiayaan
	 Rp       1.820.814.522 



Pengelolaan pembiayaan pesantren dilakukan tanpa mengandalkan biaya dari santri, dengan kata lain santri mendapatkan pendidikan dengan gratis. Infak dari donatur yang dikembangkan menjadi unit-unit usaha pondok pesantren menjadi salah satu sumber pembiayaan pondok pesantren, kondisi tersebut seharusnya membuat pondok pesantren berjalan dengan lambat. Akan tetapi yang terjadi bahkan sebaliknya, pondok pesantren justru berkembang dengan pesat dengan sarana dan prasarana maju serta berbagai fasilitas modern yang memadai.
Tabel 2. Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Mabda Islam tahun 2020
	NO
	DIVISI
	2020

	1.
	 A. WADIRBID SDM DAN UPGRADING 
	 Rp             36.000.000 

	2.
	 B. WADIRBID KURIKULUM DAN PENDIDIKAN 
	 Rp               1.200.000 

	3.
	              B.1 PAUD MABDA ISLAM 
	 Rp             16.080.000 

	4.
	              B.2 STP MABDA ISLAM 
	 Rp             32.817.500 

	5.
	              B.3  SKI MABDA ISLAM 
	 Rp             48.173.500 

	6.
	              B.4  TIM AL-QUR'AN 
	 Rp               8.660.000 

	7.
	 B.7 TIM KURIKULUM 
	 Rp                     44.700 

	8.
	 B.8 TIM BAHASA 
	 Rp                                - 

	9.
	 B.6 TIM MODUL 
	 Rp               1.020.000 

	10.
	 C. WADIRBID RIAYAH SANTRI IKHWAN 
	 Rp          138.293.500 

	11.
	 D. WADIRBID RIAYAH SANTRI AKHWAT 
	 Rp          115.533.500 

	12
	 E. WADIRBID IBADAH DAKWAH DAN KEMASYARAKATAN 
	 Rp             37.577.500 

	13.
	 F. UKS 
	 Rp             84.940.000 

	14
	 G. TAQSIMUL 'Aamah 
	 Rp                                - 

	15
	      G.1 DIVISI HUMAS 
	 Rp             29.180.000 

	16
	      G.2. OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 
	 Rp             48.350.000 

	17
	      G.3. DIVISI SARANA,PERLENGKAPAN,DAN TEKNISI 
	 Rp             64.960.000 

	18
	      G.4. DIVISI KEBERSIHAN 
	 Rp             45.918.000 

	19
	      G5.PERAWATAN KENDARAAN 
	 Rp             44.800.000 

	20
	      G.6 SECURITY 
	 Rp             22.126.000 

	21
	 H. PERPUSTAKAAN 
	 Rp             20.450.000 

	22
	 I. DAPUR 
	 Rp          855.771.100 

	23
	J. TUNJANGAN PENGABDIAN
	 Rp          793.534.000 

	24
	NON RUTIN
	 

	25
	 
	 

	26
	TOTAL PENGAJUAN
	 Rp       2.445.429.300 



[bookmark: _GoBack]Selama pondok pesantren (Ponpes) di tanah air marak dengan program entrepreneurship  kepada santrinya, Ponpes Mabda Islam baru merintis program perencanaan pada tahun 2017. Berkat ketelatenan dan kejelian pengurus kemudian ponpes berkembang dengan usaha-usaha seperti agro wisata, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, jasa bahkan berkembang pada sektor industri perumahan. Beberapa usaha tersebut menjadi sumber pembiayaan pendidikan di Ponpes Mabda Islam.
Lembaga yang berdiri kurang dari 4 tahun ini terletak di Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat mampu membuktikan diri sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang unggul di bidang entrepreneurship guna mensejahterakan para santrinya, guru-guru, staf maupun para pegawainya yang sebagian besar adalah masyarakat sekitar di lingkungan ponpes. Pesantren Mabda Islam ini kini mampu menumbuhkah aset lebih dari 10 Miliar dengan perputaran uang perbulannya kurang lebih 1 Miliar.
Dari beberapa identifikasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa indikator yang menunjukan keunikan PPMI, yaitu:
1. PPMI telah memiliki program unggulan yang didukung oleh beberapa organisasi penunjang seperti: Kopontren, Kapoktan, pendidikan formal, organisasi bisnis dan organisasi keagamaan.
2. Pengembangan ekonomi bisnis PPMI focus pada mutu layanan dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal.
3. Bidang agribisnis, wisata dan keagamaan merupakan tiga program utama PPMI Nyalindung` untuk mengembangkan program agribisnis  PPMI menerapkan sejumlah strategi yaitu: pemilihan komoditi, perencanaan pemenuhan kebutuhan pasar bisnis dan wisata sesuai dengan kontrak kerjasama/ kemitraan baik dengan KUD, Bank, maupun pengusaha dan digital marketing menjadi kunci kesuksesan kewirausahaan.
4.  PPMI telah memainkan peran sebagai agen perubahan sosial dengan cara mengandalkan semua sumber daya yang ada dan keramahan alam, serta melakukan inovasi dan adaptasi dengan memberikan semua santri pendidikan gratis dan biaya hidup juga pelayanan keuangan dengan memberikan modal usaha.
5. Manajemen pembiayaan PPMI sudah berjalan sinergi antara perencanaan pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban biaya yang dilakukan pesantren secara akuntabel.
6. Program Infak, Shadaqoh, dan Wakaf menjadi program dasar unggulan keagamaan dalam menghimpun dana guna pengembangkan kewirausahaan pesantren.
Berdasarkan permasalahan atau fenomena faktual tersebut peneliti berpendapat sangat penting untuk mengungkap model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan Mabda Islam Sukabumi. PPMI dianggap memiliki kosep manajemen pembiayaan pesantren yang dapat diadopsi dan diadaptasi pesantren lain bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi pedoman dan rujukan manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan yang efektif dan efisien. 
Dari fakta di atas juga, dapat diketahui ponpes Mabda Islam tersebut memiliki konsep manajemen yang cukup menarik untuk menghasilkan asset yang besar seperti yang telah dipaparkan di atas, sehingga hasil dari pengembangan unit-unit usaha tersebut sangat membantu dalam pemenuhan seluruh kebutuhan pondok dan pembiayaan pendidikan bahkan mampu untuk memberikan tabungan untuk menjalankan kehidupan kelak para santri setelah selesai menjalani pendidikan di pondok. Hal tersebut menjadi unik dan menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih jauh dan mendalam.
Dari fenomena tersebut, berdasarkan dengan tuntutan internal dan eksternal maka pesantren yang unggul dan unik harus terus dibangun. Untuk itu keunggulan-keunggulan yang mutlak harus dimiliki pesantren antara lain adalah keunggulan bidang manajemen, penguasaan sains dan teknologi, keunggulan SDM bahkan keunggulan berbasis kewirausahaan seperti halnya ponpes Mabda Islam yang menjadikan entrepreneurship sebagai keunggulan pesantren.
Oleh karena aktifitas entrepreneurship di pesantren yang mampu memberikan sumbangan terhadap sumber pembiayaan pendidikan bagi lembaga, sehingga dapat menutup kebutuhan seluruh biaya oprasional, personal, dan investasi maka kegiatan entrepreneurship tersebut menjadi kajian yang khas dan menarik untuk dikembangkan. Peran Kiyai dalam mengembangkan kegiatan inimenjadi key person. 
Sebagaimana berkaitan dengan pentingnya masalah kewirausahaan bagi perbaikan perekonomian Negara, pemerintah yang telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 1994 tentang “Gerakan nasional memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan”, tujuan entrepreneurship di Ponpes pada intinya juga didorong untuk perubahan ekonomi.
Penelitian ini akan mengkaji dan mengeksplorasi model manajemen pembiayaan Pendidikan berbasis kewiraausahaan pesantren mabda Islam Nyalindung Sukabumi. Berdasarkan gambaran dari model manajemen pembiayaan berbasis kewirausahaan pesantren Mabda Islam Nyalindung Sukabumi selanjutnya dianalisa kekuatan dan kelemahan model untuk kemudian dapat diaplikasikan dan di adopsi pesantren pesantren lain.
Model pembiayaan Pendidikan berbasis kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk memberikan solusi bagi pesantren agar dapat mengelola pembiayaan secara efektif dan efisien. Pembiayaan yang efekti dan efisien terbentuk dari rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembiayaan agar dapat mendukung pengelolaan pesanttren. Tentunya pesantren harus mengetahui tuujuan pembiayaan, besaran biaya, program dan kegiatan yang dibiayai dan hal lainnya yang bersangkutan dengan pembiayaan.
Model manajemen pembiayaan Pendidikan berbasis kewirausahaan diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan pembiayaan yang selama ini sudah dilakukan sehingga permasalahan-permasalahan pesantren yang muncul dapat dihadapi dan diatasi dengan solusi menerapkan model manajemen pembiayaan Pendidikan berbasis kewirausahaan secara effektif dan efisien.
Berangkat dari fakta-fakta yang telah di jelaskan di atas, PPMI termasuk pesantren yang layak diteliti karena keunggulan dan kesuksesannya dalam menerapkan model manajemen pembiayaan Pendidikan berbasis kewirausahaan. Pesantren Mabda Islam yang mampu menerapkan manajemen pembiayaan berbasis kewirausahaan menjadi fenomena yang unik dan langka di Indonesia. Fenomena tersebut mendorong dan menarik peneliti untuk melakukan penelitian: “Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Entrepreneurship (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung Sukabumi)”. Peneliti berketetapan hati dan menyatakan penelitian ini harus dilakukan untuk mendeskripsikan secara mendalam, menganalisis dan menemukan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship di Pondok Pesantren tersebut.



B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH
1. Identifikasi Masalah
Peneliitian berkaitan dengan model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan Mabda Islam dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan subtansi dan fungsi manajemen pembiayaan. Identifikasi pendekatan subtansi meliputi kebijakan pembiayaan pesantren, perencanaan,, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, evaluasi, dan faktor pendukung dan penghambat program serta hasil yang dicapai oleh program tersebut.
Manajemen pembiayaan pesantren mampu mengoptimalkan potensi internal ekonomi yang ada dengan memanfaatkan potensi lingkungan serta dukungan pihak eksternal (orang tua wali santri, masyarakat serta lembaga sosial) Pesantren Mabda Islam termasuk kedalam salah satu pesantren yang berhasil menerapkan model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan karena didukung potensi lingkungan yang menyediakan sumber daya alam subur bagi lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan potensi wisata. Penerapan kepemimpinan kewirausahaan kiyai pesantren tersebut juga menjadi solusi untuk membangun model manajmen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan.


2. Rumusan Masalah
Dari beberapa permasalahan yang peneliti paparkan sebelumnya, sebagai kajian penelitian dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain:
a. Bagaiama model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan di Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung?
b. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat program kewirausahaan Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung dalam pembiayaan pendidikan?
c. Bagaimana hasil manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung?
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan umum
	Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam, menganalisis dan mengkritisi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship di Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung.
2. Tujuan khusus
a. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship di Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat manajemen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship di Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung.
c. Untuk mengetahui hasil dari manajemen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship Pondok Pesantren Mabda Islam Nyalindung.
D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN
1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan referensi untuk mengkaji dan memahami persoalan pendidikan dan mengembangkan ilmu manajemen dalam pendidikan khususnya yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship di Pondok Pesantren.
b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kajian lebih lanjut tentang manajemen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship.
c. Dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan khazanah keilmuan tentang manajmen pembiayaan pendidikan berbasis entrepreneurship.
2. Kegunaan praktis
a. Penelitian ini dapat memecahkan masalah yang terjadi di lembaga yang diteliti dan memberikan kontribusi terhadap manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga yang diteliti.
b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dan semua pihak yang berkepentingan.
c. Sebagai referensi bagi pengelola di lembaga yang diteliti dalam memperbaiki  dan meningkatkan manajemen pembiayaan pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
d. Memberi sumbangan dan memperkaya bahan pustaka pada perpustakaan kampus
e. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan pembaca.
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